BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi perempuan sering dihadapkan dengan posisi laki-laki.
Perempuan selalu diletakkan pada lingkungan domestik yang berhubungan
dengan urusan keluarga dan kerumahtanggaan, sementara laki-laki sering
diletakkan pada lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan-urusan
di luar rumah.’

Diferensiasi peran antara laki-laki dan perempuan bersumber dari
kekhususan komposisi kimia dalam tubuh dan struktur anatomi kedua jenis
makhluk tersebut. Dalam pandangan teori ini, hormon testosteron lebih
banyak terkandung dalam darah pria dari pada wanita, sedangkan
kebalikannya hormon estrogen lebih banyak terkandung dalam darah wanita
dari pada pria. Oleh karena itu, kemampuan aktivitas sosial dan intelektual
laki-laki dipercaya lebih tinggi dari pada perempuan. Selain itu, ide
subordinasi ini secara teologis juga mendapat justifikasi dari mitologis
tentang penciptaan Hawa sebagai perempuan pertama.’

Konsekuensi dari adanya konsepsi mitologis ini pada tahap tertentu

membuka ruang seluas-luasnya pada budaya laki-laki (patriarki) dalam relasi

! Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina,
1999), 86.

2 Amelia Fauzia, et al., Tentang Perempuan: Wacana dan Gerakan (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2004), 171.



sosial keagamaan. Budaya ini memiliki tiga asumsi dasar. Pertama, bahwa
manusia awal adalah laki-laki, yang darinya perempuan diciptakan, oleh
karena itu, perempuan secara logis adalah makhluk sekunder. Kedua,
perempuan adalah makhluk pertama yang berbuat dosa, karena perempuanlah
yang menggoda Adam sehingga terusir dari surga. Ketiga, perempuan bukan
saja diciptakan dari laki-laki, tetapi juga diciptakan untuk laki-laki, oleh
karena itu, kehadirannya di dunia bersifat instrumental bagi kepentingan laki-
laki.?

Menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi
diskriminatif, agenda perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari
kegiatan-kegiatan penyadaran (awareness rising). Terutama mengubah cara
pandang dan pola pikir (mindset) seluruh masyarakat tentang prinsip-prinsip
demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum
dan keadilan. Namun persoalannya tidak banyak perempuan yang tertarik
pada politik. Selain itu, karena adanya pengkondisian secara turun-temurun
yang menempatkan laki-laki pada wilayah publik dan perempuan dalam
wilayah domestik. Dunia politik selalu digambarkan berkarakter maskulin:
keras, rasional, kompetitif, tegas, serba kotor dan menakutkan sehingga hanya
pantas bagi laki-laki. Sebaliknya, ruang domestik berkarakter feminin: lemah

lembut, emosional, penurut, pengalah, seakan hendak meyakinkan bahwa

3Ibid., 172.



tugas tersebut cocok dan mulia bagi perempuan sebagai istri, ibu dan
pengurus rumah tangga.*

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran
dan posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka sebagaimana laki-
laki, banyak perempuan yang berkarir baik di kantor pemerintah maupun
swasta, bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian.
Dalam kehidupan modern, perempuan dapat bekerja dan berkarir di mana saja
selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir di bidang ekonomi, di bidang sosial
budaya dan pendidikan, bahkan ada pula yang terjun di bidang politik,
misalnya menjadi presiden, menteri, anggota DPR, MPR dan lain-lain.’

Seiring dengan transisi yang sedang bergulir di Indonesia, berbagai ide
tentang perubahan juga terus menguat. Salah satu kebijakan dalam pemilu
legislatif di Indonesia adalah adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan
sebagai anggota legislatif. Dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2008
tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik dinyatakan bahwa kuota keterlibatan perempuan dalam politik
adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di parlemen. Pasal 53
Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD juga menyatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu harus

memuat sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan.®

4 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Jakarta: Mizan
Pustaka, 2005), 276.

5> Huzaemah T. Yanggo, Figh Wanita Kontemporer (Jakarta: Almawardi Prima, 2001), 93.
S«Kuota 30 Persen Perempuan dalam Politik” dalam hitp://www.indosiar.com/ragam/kuota-30-
persen-perempuan-dalam-politik 75018.html (30 Maret 2014).



Meskipun kuota 30 persen perempuan sudah terpenuhi dan perempuan
diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota legislatif sebagaimana
kaum laki-laki, tingkat elektabilitas caleg perempuan di Bangkalan masih
sangat rendah, terbukti dengan minimnya jumlah anggota legislatif
perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Pada
periode 2004-2009 jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten
Bangkalan hanya 2 orang, periode 2009-2014 hanya 1 orang, sedangkan
pada periode 2014-2019 tidak ada seorang pun caleg perempuan yang
terpilih.” Adapun dari Dapil Jatim XI (wilayah Madura) tidak ada satu pun
caleg perempuan yang terpilih di DPRD Jawa Timur periode 2014-2019.8
Demikian halnya keterwakilan perempuan di DPR dari dapil Jatim XI
(Madura), dari delapan orang yang terpilih semuanya didominasi oleh laki-
laki.’

Bangkalan merupakan kabupaten yang penduduknya mayoritas Islam.

Hal ini tidak lepas dari peran Syaichona Kholil yang menjadi pelopor
pesatnya perkembangan dan peradaban Islam di Bangkalan. Sebagai salah
satu basis pendidikan pesantren NU di Jawa Timur, saat ini terdapat sekitar
208 pondok pesantren di Bangkalan, baik pesantren salaf murni maupun

pesantren dengan kombinasi salaf-khalaf. Sebagian besar pondok pesantren

" Rachmat Agustiawan, Wawancara, Bangkalan, 2 Juni 2014.

8Diday Rosadi “Keterwakilan Perempuan di DPRD Jatim hanya 15 Persen” dalam
http//www.bangsaonline.com/berita/2109/keterwakilan-perempuan-di-dprd-jatim-hanya-15-
persen/browsefrom=mobile (14 Mei 2014).

® Bambang Budiono, “Ini 8 Caleg DPR Terpilih dari Dapil Jatim XI (Madura), 6 Wajah Baru”
dalam  http://www.sayangi.com/pemilu/caleg/read/22776/ini-8-caleg-dpr-terpilih-dapil-jatim-xi-
madura-6-wajah-baru (15 Mei 2014).



di Bangkalan merupakan kombinasi salaf-khalaf, dengan perbandingan 70%
pondok pesantren dengan kombinasi salaf-khalaf dan 30% pondok
pesantren salaf murni.'”

Kiai sebagai pengasuh di pondok pesantren menjadi figur sentral
dalam memberikan transformasi ilmu keagamaan kepada para santrinya
serta fatwa keagamaan bagi umat (masyarakat). Pada saat ini ada sekitar 10
kiai yang berpengaruh di Bangkalan. Dari 10 kiai tersebut, peneliti
mengambil empat kiai sebagai subjek penelitian, yaitu KH. Nuruddin A.
Rahman, KH. Imam Buchori Cholil, KH. Abdullah Chon Tabrani dan KH.
Mas Abdul Adzim Cholili. Empat kiai yang menjadi subjek penelitian di
atas cukup berpengaruh dan dianggap dapat mewakili pandangan para kiai
di Bangkalan, karena memiliki keluasan ilmu agama, mempunyai jumlah
santri yang cukup besar, mempunyai pengaruh bagi masyarakat Bangkalan
dan berasal dari latar belakang (background) yang berbeda. Secara umum
pemikiran kiai di Bangkalan dikelompokkan menjadi 2, yaitu formalistik
dan realistik.

Menurut M. Syafi’i Anwar, ada enam bentuk tipologi pemikiran
politik cendikiawan muslim, antara lain: formalistik, yaitu pemikiran yang
cenderung menggunakan pendekatan literal dan tekstual dalam memberikan
gagasan sosial politik. Substantifistik, yaitu pemikiran yang mementingkan
substansi dari nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik. Transformatif, yaitu

pemikiran yang berpandangan bahwa misi utama Islam adalah kemanusiaan,

10 A, Wafir, Wawancara, Bangkalan 15 Januari 2015.



sehingga Islam harus menjadi kekuatan untuk memotivasi dan
mentransformasikan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Totalistik, yaitu
pemikiran yang menganggap bahwa doktrin Islam bersifat total (ka>ffah).
Idealistik, yaitu pemikiran yang bertolak dari pandangan pentingnya
perjuangan umat untuk berorientasi pada tahapan menuju Islam cita-cita
(ideal Islam). Realistik, yaitu pemikiran yang mengaitkan dimensi substansi
ajaran dengan konteks sosio kultural masyarakat pemeluknya.'!

Figur kiai identik dengan pemahamannya yang luas terhadap kitab
figh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah kitab kuning. Figh sebagai
produk Hukum Islam tentu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat
yang melingkupinya, sedangkan dari masa ke masa kondisi sosial masyarakat
terus mengalami perubahan. Namun konteks lingkungan seperti itu kurang
diperhatikan di kalangan NU, mereka lebih terikat mendalami ketentuan-
ketentuan teks kitab-kitab figh dari pada upaya penelusuran faktor-faktor
lingkungan yang menyebabkan timbulnya ketentuan-ketentuan tersebut.'?
Berbeda dengan KH. Sahal Mahfudh yang menjadikan figh sebagai solusi
dalam menjawab problem sosial kemasyarakatan baik dalam aspek ekonomi,
pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kependudukan dan kebudayaan,
sehingga figh menjadi aktual dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan

zaman.

' M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian tentang Cendikiawan
Muslim Orde Baru (Jakarta: Paramadina,1995), 144-184.

12Jamal Ma’mur Asmani, Figh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi
(Surabaya: Khalista, 2007), 56.



Cara pandang yang sedikit berbeda dalam menjawab persoalan Hukum
Islam antara mayoritas ulama NU, termasuk di dalamnya para kiai pengasuh
pondok pesantren di Bangkalan dengan KH. Sahal Mahfudh dalam masalah-
masalah tertentu akan menghasilkan pendapat yang berbeda, tidak menutup
kemungkinan dalam menyikapi keterlibatan perempuan sebagai anggota

legislatif.

Berkaitan dengan peran publik perempuan sebagai anggota legislatif,
KH. Sahal Mahfudh memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif,
tetapi perempuan harus menyadari kodratnya sebagai seorang ibu dan istri
bagi suaminya, serta harus tetap menjaga etika-etika agama. Beliau sangat
mendorong perempuan untuk ikut berkiprah di ruang publik, termasuk juga
menjadi anggota legislatif, sebagaimana yang dicontohkan oleh istri beliau
yang pernah menjadi anggota DPRD Pati dan anggota DPD perwakilan Jawa

Tengah.

Pandangan KH. Sahal Mahfudh di atas menjadi hal yang sangat
penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam meneliti lebih jauh pandangan
kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan tentang peran publik
perempuan sebagai anggota legislatif, mengingat masih rendahnya tingkat
elektabilitas anggota legislatif perempuan di Kabupaten Bangkalan, bahkan
tidak ada satu pun caleg dari perempuan yang terpilih pada pemilu legislatif
tahun 2014, dengan meneliti terlebih dahulu pandangan kiai pengasuh pondok
pesantren di Bangkalan, kemudian menganalisa kesesuaian pandangan kiai

pengasuh pondok pesantren di Bangkalan tersebut dengan pandangan KH.



Sahal Mahfudh, serta mencari akar permasalahan rendahnya tingkat
elektabilitas perempuan sebagai anggota legislatif di Bangkalan, apakah ada
korelasinya dengan pandangan (fatwa keagamaan) dari kiai pengasuh pondok
pesantren di Bangkalan atau tidak. Tesis ini berjudul “Peran Publik
Perempuan sebagai Anggota Legislatif dalam Pandangan Kiai Pengasuh

Pondok Pesantren di Bangkalan dan KH. Sahal Mahfudh”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan kiai pengasuh
pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh
tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif ?

2. Bagaimana kesesuaian antara pandangan kiai pengasuh pondok pesantren
di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang peran publik

perempuan sebagai anggota legislatif ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara pandangan kiai
pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal

Mahfudh tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif.



2. Untuk menilai kesesuaian pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di
Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang peran publik

perempuan sebagai anggota legislatif.

D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat
memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang peran publik
perempuan sebagai anggota legislatif, terutama menurut pandangan kiai
pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dan pandangan KH. Sahal
Mahfudh. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian
ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Aspek terapan (praktis), dapat digunakan sebagai bahan acuan dan
pertimbangan bagi perempuan yang berperan di ruang publik, khususnya

sebagai anggota legislatif.

E. Kerangka Teoritik
1. Peran Publik Perempuan
Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa peranan adalah:'?
a. Aspek dinamis dari kedudukan;

b. Perangkat hak-hak dan kewajiban;

13 Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 440.
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c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan;

d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh sesorang.

Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku
yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Bahkan dalam
suatu status tunggalpun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang
disebut sebagai perangkat peran. Istilah seperangkat peran (role set)
digunakan untuk menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai
satu peran tunggal, akan tetapi sejumlah peran yang saling berhubungan
dan cocok.!

Sedangkan menurut Suratman, peran adalah fungsi atau tingkah
laku yang diharapkan ada pada individu seksual, sebagai satu aktivitas
menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: >
1) Peran publik, yaitu segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan di

luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan.

2) Peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah dan
biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan,
melainkan untuk melakukan kegiatan kerumahtanggaan.

Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan,
norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model

ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara

Uhttp://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2 165744-definisi-peran-atau-peranan (28
Maret 2014).
'3 http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/peran-ganda-perempuan.html (28 Maret 2014).
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yang dapat diprediksikan dan kelakuan seseorang bergantung pada

konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.'®

2. Lembaga Legislatif

Kata legislatif berasal dari kata “legislate” yang bermakna lembaga
yang bertugas membuat undang-undang. Namun tidak hanya sebatas
membuat undang-undang, melainkan juga merupakan wakil rakyat atau
badan parlemen."”

Dalam terminologi figh, lembaga legislatif dikenal dengan istilah
ahl al-h{all wa al-‘aqd (lembaga penengah dan pemberi fatwa).'® Ahl al-
h{all wa al-‘aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat atau sekelompok anggota masyarakat
yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan
pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka."”

Para ahli figh siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya
pelembagaan majelis syura ini, yaitu: Pertama, rakyat secara keseluruhan
tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah
kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Kedua, rakyat secara
individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melaksanakan musyawarah

di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai

16 http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran (28 Maret 2014).

7http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/2013/03/makalah-trias-politica-legislatif. html (22
Maret 2014).

18 Abul A‘la Maudu>di, The Isla>mic Law and Constitution, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan,
1995), 245.

19 Muhammad Igbal, Figh Siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 138.
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pandangan tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Ketiga, musyawarah
hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, kalau seluruh
rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melaksanakan musyawarah,
dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. Keempat,
kewajiban amar ma‘ruf nahi> munkar hanya bisa dilakukan apabila ada
lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah
dan rakyat. Kelima, kewajiban taat kepada ulil-amri (pemimpin umat) baru
mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
Keenam, ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan
lembaga musyawarah sebagaimana dalam al-Qur’an surat As-Syura: 38
dan surat Ali Imran: 159.2°
a. Fungsi DPR
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan
sebagai lembaga negara, yang memiliki fungsi antara lain:*'

1) Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang
dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

2) Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama presiden
dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

3) Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan UUD RI 1945, undang-undang dan peraturan

pelaksanaannya.

20 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995), 1061.
2ITitik Tri Wulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Surabaya: Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2004), 53.
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b. Hak- Hak DPR
Adapun hak-hak yang dimiliki oleh DPR antara lain:*?

1) Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidapan bermasyarakat dan bernegara.

2) Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan
dengan pertaturan perundang-undangan.

3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai
kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia
internasional disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan
bahwa presiden dan/ atau wakil presiden melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, penyuapan, tindak
pidanan berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau wakil presiden.

4) Hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan
karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat
DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan

perundang-undangan.

22 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2008), 141.
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Sebagaimana dimaklumi bahwa tugas DPR dalam sistem
demokrasi modern terbagi menjadi dua bagian, yaitu mengawasi dan
membuat undang-undang. Dengan menganalisis kedua aspek itu akan jelas
bagi kita bahwa pengawasan dengan analisis yang final menurut pengertian
syariat mengacu pada apa yang dikenal dengan terminologi Islam sebagai
amar ma‘ruf nahi> munkar dan memberikan nasihat tentang agama. Tugas
ini wajib hukumnya bagi umat Islam, baik sebagai pemimpin ataupun rakyat
umum. Melaksanakan amar ma‘ruf nahi> munkar dan menyampaikan
nasihat dituntut bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan
dalam al-Qur’an surat At-tawbah: 71:

*OUORCY AR COM@a 00
A2V A= ¢ 26 OO0%Y &+ €<OvWa -0
MOV 30540 FArD ¢ VL0 @0 wre OO
CITOR Q70 CO0O0 e ORBDAOCN W e o R
BB EC COMW@a S
Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.”?
3. Pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang Figh Sosial
Figh sosial adalah sebuah ikhtiyar aktualisasi figh madhh}ab
(tradisional) melalui upaya aktualisasi nilai-nilai yang ada di dalamnya
untuk dioptimalkan pelaksanaan dan diserasikan dengan tuntunan makna
sosial yang terus berkembang. Adapun tujuan figh sosial adalah

membentuk satu konsep figh yang berdimensi sosial atau figh yang

dibangun berkaitan dengan sejumlah peranan individu atau kelompok

ZDepartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 266.
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dalam masyarakat.>* Secara khusus bisa dikatakan bahwa pemikiran figh
sosial ini berangkat dari realitas sikap keberagaman masyarakat
tradisional, yang secara hirarkis mempertahankan pola bermadhh}ab
secara utuh (gawli> dan manh{aji>) dan benar (dimanifestasikan dalam
seluruh sendi kehidupan).

Paradigma figh sosial didasarkan atas keyakinan bahwa figh harus
dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan
manusia yaitu kebutuhan d{aru>riyah (primer), kebutuhan h{ajiyah
(sekunder) dan kebutuhan tah{si>niyah (tersier). Figh sosial bukan
sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam
putih sebagaimana cara pandang figh yang lazim kita temukan, tetapi figh
sosial juga menjadikan figh sebagai paradigma pemaknaan sosial.?’

Menurut KH. Sahal Mahfudh, figh sosial memiliki lima ciri pokok
yang menonjol. Pertama, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam
mengkaji teks-teks figh secara kontekstual. Kedua, perubahan pola
bermadhh}ab dari bermadhh}ab s
ecara tekstual (bermadhh}ab gawli>) ke bermadhh}ab secara metodologis
(bermadhh}ab manh{aji>). Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran pokok
(us{u>Il) dan mana yang cabang (furu‘). Keempat, figh dihadirkan sebagai
etika sosial, bukan hukum positif negara dan Kelima, pengenalan

metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan

24 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris
(Yogyakarta: LkiS, 2005), 238.
25 http://suficinta.wordpress.com/2008/03/07/paradigma-figh-sosial/ (6 Februari 2014).
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sosial .2¢

Pembumian lima ciri figh sosial tersebut sampai sekarang masih
mengalami banyak kendala, khususnya disebabkan masih kuatnya

konservatisme ulama dalam memahami figh, sehingga sulit keluar dari

paradigma tekstual.?’

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif
bukanlah yang pertama kali, dalam arti sudah ada peneliti yang mengka;ji
permasalahan tersebut sebelumnya. Dari hasil penelusuran yang telah
dilakukan, ditemukan beberapa skripsi yang membahas permasalahan
tersebut. Adapun skripsi yang dimaksud di antaranya karya Nur Faizin,
tahun 2007, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Islam dan Peran
Politik Perempuan (Studi terhadap Partai Keadilan Sejahtera DIY Pasca
Pemilu 2004)”.?® Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara konseptual
tidak ada halangan bagi perempuan untuk aktif di dunia politik. Dalam hal
ini, Partai Keadilan Sejahtera DIY memberikan kesempatan yang cukup besar
kepada perempuan untuk berkiprah di dunia politik dengan menciptakan
sistem yang peka terhadap perempuan dan kondusif bagi kaum perempuan,
sehingga perempuan tidak banyak menemukan kendala dalam kiprah

politiknya.

26 Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial (Yogyakarta: Lkis, 1994), viii.

YArifi Ahmad, Pergulatan Pemikiran Figh Tradisi Pola Mazhab (Yogyakarta: Elsaq Press,
2010), 265-342.

28 Nur Faizin, Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi terhadap Partai Keadilan Sejahtera DIY
Pasca Pemilu 2004, (Skripsi--Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007).



17

Ahmad Muhaimin, tahun 2009, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang
berjudul “Hak-Hak Politik Perempuan, Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta”.?® Dari penelitian tersebut
diperoleh kesimpulan bahwa hak-hak politik dalam pandangan DPW Partai
Persatuan Pembangunan setidaknya tidak lebih dari hak kebebasan
memberikan suara dan aktif dalam pemilihan (termasuk pemilu), memberikan
hak bagi perempuan untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk memangku
jabatan dan menjalankan fungsinya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi
rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai isteri bagi suaminya
serta karirnya sebagai kader politik.

Meskipun persoalan yang diteliti sama, yaitu tentang peran publik
perempuan khususnya di bidang politik, tetapi fokus penelitiannya berbeda.
penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (field
research) tentang persamaan dan perbedaan pandangan kiai pengasuh pondok
pesantren di Bangkalan dan pandangan KH. Sahal Mahfudh terhadap peran
publik perempuan sebagai anggota legislatif, kemudian menganalisa
kesesuaiannya. Dengan perbedaan yang telah dipaparkan tersebut, maka
sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan

dari penelitian terdahulu.

2 Ahmad Muhaimin, Hak-Hak Politik Perempuan, Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Persatuan Pembangunan Yogyakarta, (Skripsi--Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2009).
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G. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analisis yang
berusaha memberikan gambaran tentang pandangan kiai pengasuh pondok
pesantren di Bangkalan terhadap peran publik perempuan sebagai anggota
legislatif, kemudian menganalisa kesesuaiannya dengan pandangan KH. Sahal
Mahfudh.
1. Data yang dikumpulkan
Dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan di atas,
maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang
pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dan pandangan
KH. Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan sebagai anggota
legislatif, di antaranya tentang keterlibatan perempuan di ruang publik,
boleh-tidaknya perempuan menjadi anggota legislatif, argumentasi yang
menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh kiai pengasuh
pondok pesantren di Bangkalan dan KH. Sahal Mahfudh baik dalam al-
Qur’an, Hadith, kitab-kitab figh, us}ul al-figh dan kaidah fighiyah, serta
persamaan dan perbedaan antara pandangan kiai pengasuh pondok
pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang
peran publik perempuan sebagai anggota legislatif.
2. Sumber Data
a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan

data kepada pengumpul data (peneliti).>® Sumber data primer dalam

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2012), 225.
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penelitian ini adalah kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan
yang menjadi subjek penelitian, yaitu KH. Nuruddin A. Rahman, KH.
Imam Buchori Cholil, KH. Abdullah Chon Tabrani dan KH. Mas
Abdul Adzim Cholili. Serta dokumen berupa buku-buku atau karya
tulis yang memuat tentang pemikiran KH. Sahal Mahfudh

Empat kiai pengasuh pondok pesantren yang menjadi subjek
penelitian di atas cukup berpengaruh dan dianggap dapat mewakili
pandangan para kiai di Bangkalan karena memiliki keluasan ilmu
agama, mempunyai jumlah santri yang cukup besar, mempunyai
pengaruh bagi masyarakat Bangkalan dan berasal dari latar belakang
(background) yang berbeda. KH. Nuruddin A. Rahman adalah kiai
yang dikenal dekat dengan pejabat pemerintahan dan sampai saat ini
menjadi salah satu pengurus PW NU Jawa Timur. KH. Imam Buchori
merupakan salah satu kiai keturunan Syaichona Kholil, pernah menjadi
Ketua Cabang NU Kabupaten Bangkalan dan sampai saat ini terjun ke
politik. Kiai Abdullah Chon adalah salah satu penceramah yang
terkenal di Bangkalan termasuk ke pelosok-pelosok desa, terutama
wilayah Bangkalan bagian utara. Sedangkan KH. Mas Abdul Adzim
adalah kiai yang cukup disegani serta condong berfikir formalistik

dalam menjawab persoalan keagamaan.

. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data (peneliti).>! Sumber data sekunder dalam

31 bid, 225.
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penelitian ini adalah dokumen berupa buku-buku dan artikel-artikel
pendukung yang berkaitan dengan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dari
sumbernya dengan teknik wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari
subyek penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara dengan para kiai
pengasuh pondok pesantren di Bangkalan terkait pandangan mereka
tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif. Adapun kiai
yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain: KH. Nuruddin A.
Rahman, KH. Imam Buchori Cholil, KH. Abdullah Chon Thabrani dan
KH. Mas Abdul Adzim Cholili, serta wawancara dengan Jamal Ma’mur
Asmani untuk menggali lebih jauh informasi tentang pandangan KH.
Sahal Mahfudh.

b. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam bahan
tertulis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Adapun buku/referensi yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:
Figh Sosial KH Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi;
Epistemologi Figh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan
Masyarakat; Nuansa Figh Sosial; Figh Perempuan, Refleksi Kiai atas
Wacana Agama dan Gender; Figh Wanita Kontemporer; Hal-Hal yang
Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam dan lain

sebagainya.
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4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara

sebagai berikut:

a.

C.

Editing (pemeriksaan data), yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan
dengan masalah.

Coding (penandaan data), yaitu mengklasifikasikan jawaban-
jawaban dari responden ke dalam-kategori-kategori.>?

Tabulasi, yaitu jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori

jawaban kemudian dimasukkan ke dalam tabel.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif-verifikatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

a. Analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan

secara sistematis pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di
Bangkalan dan pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang peran publik
perempuan sebagai anggota legislatif.

Analisis verifikatif, yaitu menganalisa kesesuaian antara pandangan
kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan
KH. Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan sebagai

anggota legislatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan tentang ada

32 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitin an (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

154.
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atau tidaknya kesesuaian antara pandangan kiai pengasuh pondok

pesantren Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh.

H. Sistematika Bahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis
menyusunnya ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik,
penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika bahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teoritik tentang peran publik
perempuan sebagai anggota legislatif dalam pandangan KH. Sahal Mahfudh,
yang meliputi: kedudukan dan peran perempuan di ruang domestik dan ruang
publik, Keterlibatan perempuan di ruang publik dalam pandangan Islam,
lembaga legislatif, serta pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang peran publik

perempuan sebagai anggota legislatif.

Bab ketiga, merupakan uraian hasil penelitian tentang pandangan kiai
pengasuh pondok pesantren di Bangkalan terhadap peran publik perempuan
sebagai anggota legislatif, yang diawali dengan gambaran kondisi geografis
kabupaten Bangkalan, gambaran umum tentang pondok pesantren di
Bangkalan, dilanjutkan dengan pandangan kiai pengasuh pondok pesantren
di Bangkalan tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif.

Bab keempat merupakan substansi dari penelitian, yang di dalamnya

memuat analisis persamaan dan perbedaan serta kesesuaian antara pandangan
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kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal

Mahfudh tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif.

Bab kelima merupakan bagian penutup, yang terdiri dari kesimpulan
dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan
yang diteliti dan saran adalah anjuran yang ditujukan kepada para pihak yang

dianggap berkepentingan dengan permasalahan yang diteliti.



